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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa, perkenankan kami mempersembahkan dokumen Rencana 

Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk periode 

2025-2029 sebagai arah tujuan, sasaran, strategis, program dan kegiatan 

yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran. 

 

Dokumen perencanaan strategis ini merupakan kerangka acuan 

pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah. Penyusunan Rencana 

Strategis (RENSTRA) ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna untuk periode 2025-2029 dan 

diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) serta disesuaikan dengan tugas pokok dan 

fungsi berdasarkan Peraturan Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas Perbantuan dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna. 

 

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana 

Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk periode 

2025-2029, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan 

pembangunan di Kabupaten Natuna pada umumnya dan dalam 

meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna di masa yang 

akan datang pada khususnya. 

 

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat 

Daerah untuk periode 2025-2029 ini, besar harapan kami dapat menunjang 

pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah 

Kabupaten Natuna untuk periode 2025-2029. 
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Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Kami menyadari bahwa Renstra 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna ini belum sempurna, untuk itu kami 

mohon masukan dan saran dari semua pihak penyempurnaan dokumen ini. 

Diharapkan Renstra Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 

2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 

 

Ranai, 19 September 2025 

Sekretaris Daerah kabupaten Natuna 

 

 

 

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE 
Pembina Utama Muda/IV.c 
NIP. 19770809 200212 1 005 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), akuntabel, dan transparan, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna memegang peran strategis sebagai unsur pembantu 

pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah 

sebagai motor penggerak koordinasi, fasilitasi, serta administrasi 

pemerintahan, yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, 

perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, 

penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah 

menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan publik. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029, maka setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana 

Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat 

Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi 

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing Perangkat Daerah. 

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari 

keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan 

sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan 

tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya 

untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan 
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masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan 

Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan 

masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. 

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan 

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

urusan wajin dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas 

dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan 

bersifat indikatif. Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dalam 

periode RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2020-2025. Berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2025-2029 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk 

menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat 

Daerah) Tahun 2025-2029. Berdasarkan latar belakang di atas serta 

mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Sekretaris Daerah 

melakukan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029 dengan berpedoman kepada dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 

2025-2029. Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra 

Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada 

tugas pokok dan fungsinya. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja 
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dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. 

Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara 

keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, 

nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem 

manajemen nasional. 

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna yang disusun juga berfungsi sebagai landasan dalam 

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat 

Daerah selama lima tahun ke depan yang didalamnya juga mencakup 

perencanaan penganggaran responsif gender, dan sebagai acuan untuk 

mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi 

dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Periode 2025-2030. 

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. 

Tahap ini dilakukan dengan: 

a) membentuk tim berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris 

Daerah Nomor: 8 Tahun 2025 tentang Tim Penyusunan 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2025-2029. 

b) melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan 

persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan 

Renstra Sekretariat Daerah; 

c) menyusun tata kelola sebagai panduan kerja; dan 

d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan Renstra Sekretariat Daerah. 

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan 

Sekretariat Daerahg analisis permasalahan, analisis isu strategis, 

dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator 

kinerja. 
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3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Rancangan Renstra Sskretariat Daerah adalah penyempurnaan 

rancangan awal Renstra Sekretariat Daerah yang dilakukan 

berdasarkan Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 152 Tahun 2025, 

tanggal 20 Mei 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah. 

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra 

Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat 

Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Setda disusun dengan 

sistematika: 

I. Pendahuluan; 

II. Gambaran pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis 

Sekretariat Daerah 

III. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan 

IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan 

Bidang Urusan 

V. Penutup 

5. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. 

Rancangan akhir Renstra Setda disampaikan kepada Bappeda 

untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut 

kemudian disampaikan kepada WaliKabupaten Natuna melalui 

Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Selanjutnya arah kebijakan Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun mendatang akan 

difokuskan pada beberapa periortitas utama yaitu: 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, berintegritas, 

dan kolaboratif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik 

sesuai dengan prinsip good governance dan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM). 
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2. Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi 

penerima hibah dan bantuan sosial berbasis data dan teknologi. 

3. Memperkuat kualitas produk hukum daerah dan layanan bantuan 

hukum untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas 

kebijakan. 

4. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan 

sektor unggulan dan peningkatan daya saing daerah. 

5. Menyusun program kerja berbasis elektronik yang mendukung 

pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

6. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa 

pemerintah dengan optimalisasi sistem e-procurement. 

7. Memperkuat manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi 

ASN berbasis digital. 

8. Mendorong efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat budaya 

kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan publik. 

9. Meningkatkan profesionalisme dalam layanan keprotokolan dan 

komunikasi pimpinan, mendukung koordinasi yang efektif. 

10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, 

optimalisasi pendapatan daerah, serta penataan administrasi 

keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). 

 

Melalui Renstra ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan birokrasi 

yang profesional, bersih, dan melayani. Pencapaian visi dan misi Kepala 

Daerah sangat bergantung pada sinergi lintas perangkat daerah yang 

dikomandoi oleh peran koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah. 

Oleh karena itu, program dan kegiatan dalam Renstra ini harus 

berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang terukur dan 

akuntabel. Dengan latar belakang tersebut, Renstra Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan 

kokoh bagi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program 

prioritas, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan, guna mendukung 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan 

akuntabel. 
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Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 

diselaraskan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta RPJMD, 

dengan sifat indikatif. Renstra PD menjawab tiga pertanyaan 

dasar:Arah pengembangan pelayanan perangkat daerah dan capaian 

yang ditargetkan dalam lima tahun yaitu Strategi pencapaian tujuan 

tersebut dan Langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk 

mencapai target. Sebagai konsekuensi logis dari peran strategis ini, 

Pemerintah Kabupaten Natuna dituntut untuk terus meningkatkan 

kualitas kinerja yang berlandaskan profesionalisme, transparansi, dan 

akuntabilitas tinggi, terutama dalam memberikan pelayanan publik 

yang berkualitas. Hal ini sangat penting dalam rangka mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing 

daerah di era globalisasi. Pada akhirnya, kinerja pelayanan publik yang 

baik akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan dan kemajuan 

Kabupaten Natunake depan. 

  

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 

2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 

tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerali dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan dangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, das Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

288); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 69); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 

2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 

Nomor 18); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 

18); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
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2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2025 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 

Nomor 31); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57); 

24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Inspektorat Daerah Dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86); 

25. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah untuk 

menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, 

kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna selama 5 (lima) tahun 

dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah Daerah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam 

dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 guna 

mencapai kinerja yang optimal. 

 

1.3.2. Tujuan 

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 - 2029 

adalah: 
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a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan 

arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan 

pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan 

sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna. 

b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan 

terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 

c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas 

perencanaan pembangunan daerah guna menunjang 

pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama 

pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan. 

d. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Natuna dengan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, sehingga akan 

bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna. 

e. Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian 

kinerja organisasi, baik internal maupun eksternal, secara 

periodik; 

f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pelaporan yang selaras dengan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

g. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyusunan 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang memuat program, 

kegiatan dan sub kegiatan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah metode atau 

urutan logis dalam proses penyusunan dan sistematika ini penting 
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untuk memastikan dokumen yang dihasilkan tersusun secara runtut, 

terstruktur, dan komprehensif, serta dapat digunakan sebagai acuan 

yang jelas dalam penyusunan dokumen yang akan dihasilkan.  

Tujuan utama dari sistematika ini adalah untuk menjamin 

adanya konsistensi, integrasi, dan sinkronisasi antara berbagai 

komponen perencanaan, mulai dari analisis kondisi hingga penetapan 

program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan dapat tergambarkan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah 

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah 

b. Sumber Daya Sekretariat Daerah 

c. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

d. Kelompok Sasaran Layanan 

2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah 

a. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah 

b. Isu Strategis  

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

1. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah 

2. Sasaran Renstra Sekretariat Daerah 

3. Straregi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 

Sekretariat Daerah  

4. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan Renstra 

Sekretariat Daerah 

 

 

 



 
  
 
 

13 | H a l a m a n   

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

1. Uraian Program 

2. Uraian Kegiatan 

3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan 

Pagu Indikatif 

4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program 

Perioritas Pembangunan Daerah 

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 Melalui Kinerja 

Utama (IKU) Sekretariat Daerah 

6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) 

BAB V   PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

SEKRETARIAT DAERAH 
 

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah 

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Perbantuan dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan 

Badan Kabupaten Natuna, maka Sekretariat Daerah 

berkedudukan memiliki tanggung jawab kepada Bupati 

mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian aministratif terhadap pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut 

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah; 

2. perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

4. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

5. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan 

aparatur Pemerintah Daerah; 

6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan

 kesekretariatan SekretariatDaerah; 

7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat 

Daerah; 

8. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan 

Sekretariat Daerah; 

9. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, 

inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona 

integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan 

Sekretariat Daerah; 
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10. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan 

pada Sekretariat Daerah; 

11. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan 

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; 

dan 

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugas Sekretariat Daerah. 

 

2.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna 

Nomor 1 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan 

Kabupaten Natuna memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Tugas Sekretariat Daerah 

Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam kebijakan dan pengordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta 

pelayanan administratif. 

b. Fungsi Sekretariat Daerah 

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban, menyelenggarakan fungsi : 

a) Pengordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b) Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada instansi Daerah; dan 

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.1.3 Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dibentuk 

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 1 

tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
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Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten 

Natuna, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna terdiri dari: 

1. Sekretaris Daerah; 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris 

Daerah memiliki uraian tugas meliputi: 

a. merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan 

rencana strategis Perangkat Daerah; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; 

c. merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan 

rencana kerja tahunan Perangkat Daerah; 

d. melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan 

pelaksanaan program kerja dan kegiatan Perangkat 

Daerah; 

e. melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan 

kegiatan; 

f. melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

daerah; 

g. melakukan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah; 

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah; 

i. melakukan pelayanan administratif dan pembinaan 

aparatur sipil negara pada instansi daerah; 

j. memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan; 

k. melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan; 

l. melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan; 
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m. melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal 

terkait tugas pokok dan fungsi; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. 

 

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD); 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada instansi daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan koordinasian dan penyusunan kebijakan 

daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, 

hukum dan kerja sama. 

1) Bagian Tata Pemerintahan  

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok 

menyusun perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, 

pelaksanaan pembinaan administrasi, di administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi 

daerah dengan membawahi kepolmpok jabatan terdiri atas: 

a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok 

menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan 
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operasional dan mengoreksi terkait dengan 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 

b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas 

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi 

penyelenggaraan pembentukan pemekaran wilayah 

kecamatan dan kelurahan, menyusun program dan 

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan dan kelurahan dengan merumuskan 

kebijakan, mengolah serta memproses data 

berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Peraturan  

Perundang-undangan  sebagai  langkah 

c) dalam penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan 

kecamatan dan kelurahan; dan 

d) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan, 

mengkonsep, melaksanakan dan mengawasi kegiatan 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan otonomi 

daerah. 

 

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

merencanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan, 

menyusun program dan rencana kerja berdasarkan 

kebijakan, regulasi dan petunjuk teknis dalam pembinaan 

dan pemantauan bantuan kesejahteraan serta 

perkembangan kegiatan Bagian Kesejahteraan 

Rakyatdengan membawahi kepolmpok jabatan terdiri atas: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Bina 

Mental Spritual mempunyai tugas merencanakan, 

mengorganisasikan, menyusun, program dan rencana 

kerja dan membina pelaksanaan tugas bina mental 

spiritual; 
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b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, 

mengorganisasikan, menyusun, program dan rencana 

kerja dan membina pelaksanaan tugas kesejahteraan 

sosial; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 

mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, 

menyusun, program dan rencana kerja dan membina 

pelaksanaan tugas kesejahteraan masyarakat. 

 

3) Bagian Hukum 

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Perundang-

undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan 

informasidengan membawahi kepolmpok jabatan terdiri 

atas: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Perundang-undangan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyusun, 

menyiapkan, menelaah serta mengevaluasi perumusan 

rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 

Keputusan Bupati dan peraturan lainnya; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasi,  

menyiapkan,  pelayanan  bantuan hukum, pembinaan 

dan pengawasan terhadap produk hukum daerah; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas pokok 

melakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum 

daerah, menerbitkan lembaran daerah, mengatur 
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penyebaran dokumentasi hukum, mensosialisasikan 

Peraturan Perundang- undangan, melayani informasi 

dokumen hukum serta pengendalian kegiatan jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum. 

 

4) Bagian Kerja Sama 

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, 

dan pelaksanaan pembinaan administrasi di fasilitasi kerja 

sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan 

evaluasi kerja sama dengan membawahi kepolmpok 

jabatan terdiri atas: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Kerja 

Sama Dalam Negeri mempunyai tugas menyusun 

program kerja dalam lingkup fasilitasi kerja sama 

dalam negeri mengumpulkan dan menganalisa data 

bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah 

lingkup kerja sama dalam negeri; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Kerja 

Sama Luar Negeri mempunyai tugas menyusun 

program kerja serta melaksanakan asistensi dan 

konsultasi lingkup kerja sama luar negeri; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan 

pelaksanaan perumusan evaluasi kerja sama 

menyusun analisis jabatan, beban kerja pada bagian 

Kerja Sama. 

 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian 
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penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi 

Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa dan Sumber Daya 

Alam mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah 

Daerah dan mengkoordinasikan penyelengaraan pemerintahan 

di bidang minyak dan gas, ekonomi, administrasi 

pembangunan dan pengadaan barang dan jasa dan pengelola 

perbatasan, dengan membawahi kepolmpok jabatan terdiri 

atas: 

1) Bagian Perekonomian dan Kerjasama 

Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam 

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

perekonomian, badan usaha milik daerah dan badan 

layanan umum daerah serta sumber daya alamdengan 

membawahi kepolmpok jabatan terdiri atas: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan 

Layanan Umum Daerah mempunyai tugas menyusun 

dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis serta 

program kerja pengelolaan badan usaha milik daerah 

dan badan layanan umum daerah berdasarkan 

petunjuk atasan dan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Perekonomian mempunyai uraian tugas menyusun dan 

menyiapkan perumusan kebijakan, program kerja, 

bahan, data serta fasilitasi dan koordinasi meliputi 

bidang pengembangan pariwisata, perkoperasian, usaka 

mikro, kecil dan menengah, perbankan, perindustrian

 dan perdagangan berdasarkan petunjuk atasan 
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dan Peraturan Perundang-undangan; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Sumber 

Daya Alam mempunyai uraian tugas menyusun dan 

menyiapkan perumusan kebijakan, program kerja, 

bahan, data serta fasilitasi dan koordinasi meliputi 

bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, 

peternakan, perikanan, energi dan sumber daya mineral 

dan lingkungan hidup berdasarkan petunjuk atasan 

dan Peraturan Perundang-undangan. 

 

2) Bagian Administrasi Pembangunan 

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah penyusunan 

program, pengendalian program, dan evaluasi dan 

pelaporandengan membawahi kepolmpok jabatan terdiri 

atas: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan dan melaksanakan serta 

mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan 

kegiatan pembangunan daerah; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Pengendalian Program mempunyai tugas menghimpun 

bahan-bahan untuk penyusunan pengendalian 

pelaksanaan program pembangunan yang di biayai dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), 

bantuan pembangunan dan dana pembangunan 

lainnya serta melaksanakan pengendalian program 

pembangunan yang di biayai dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan 

pembangunan dan dana pembangunan lainnya serta 
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penyiapan saran penyempurnaannya; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan 

kebijakan pelaksanaan pengawasan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan. 

 

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 

advokasi pengadaan barang dan jasa dengan membawahi 

kepolmpok jabatan terdiri atas: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

tugas merencanakan, merumuskan, membina, 

mengembangkan, mengawasi, memfasilitasi dan 

mengkoordinasikan pengelolaan sistem pengadaaan 

barang dan jasa; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, 

membina, mengembangkan, mengawasi, 

memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses 

pelaksanaan pengadaan secara elektronik; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

tugas merencanakan, merumuskan, membina, 

mengembangkan, mengawasi, memfasilitasi dan 

mengkoordinasikan pembinaan dan advokasi barang 
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dan jasa dan pelaksana pengadaan barang dan jasa. 

 

4. Asisten Administrasi Umum 

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan 

daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum, 

Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan 

Perencanaan dan Keuangan dengan membawahi bagian terdiri 

atas: 

2) Bagian Organisasi, 

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 

publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi 

birokrasidengan membawahi kepolmpok jabatan terdiri 

atas: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Kelembagaan dan Analisa Jabatan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan kelembagaan dan analisa 

jabatan;  

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pelayanan publik dan tata 

laksana; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Kinerja 

dan Reformasi Birokrasi. 

 

3) Bagian Umum 

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan 
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pemantauan dan evaluasi di Subbagian Tata Usaha 

Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian, keuangan, rumah 

tangga dan perlengkapandengan membawahi kepolmpok 

jabatan terdiri atas: 

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan 

Kepegawaian mempunyai tugas menganalisa Tata 

Usaha, Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Keuangan mempunyai tugas merumuskan,

 membina, menyusun dan melaksanakan 

pelaksanaan keuangan sekretariat;dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Rumah 

Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

mempunyai tugas merumuskan, membina, menyusun 

dan melaksanakan pengadaan barang daerah. 

 

4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah pada Subbagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, 

dan Dokumentasidengan membawahi kepolmpok jabatan 

terdiri atas: 

a. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas membina dan 

mengkoordinasikan dalam melaksanakan kegiatan 

keprotokolan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan 

dan melaksanakan pelaporan program kerja dan 

kegiatan, melaksanakan penyelenggaraan urusan 

pemberitaan dan publikasi pimpinan daerah; dan 
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c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator 

Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan 

pelaporan program kerja dan kegiatan, membuat 

konsep, melaksanakan pembinaan urusan dokumentasi 

pimpinan daerah. 

 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Jabatan fungsional adalah jabatan yang berisi tugas-

tugas layanan fungsional dan keahlian tertentu yang 

menuntut kompetensi, keterampilan, serta kualifikasi 

profesional sesuai bidangnya. 
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Gambar 1.1 

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 
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2.1.4 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna didukung oleh pegawai 

sebanyak 239 orang, dengan rincian 147 orang PNS dan 92 

orang Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP). Namun 

demikian berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah 

kebutuhan pegawai di Sekretariat Daerah adalah 323 orang, 

dengan demikian baru terpenuhi 73,99% termasuk JLOP dan 

45,51% apabila tanpa JLOP. Jumlah ini masih kurang karena 

belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing- masing Unit 

Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. Data mengenai 

komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat 

pada Tabel sebagai berikut:  

Tabel 1.2 
Tabel Eselonisasi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2025 

No. Eselon Jabatan Jumlah Jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan 

1 Eselon II a Sekretaris 
Daerah 

1 1 - 

2 Eselon II b Asisten 3 3 - 

3 Eselon II b Staf Ahli 2 2 - 

4 Eselon III a Kepala Bagian 9 8 1 

5 Eselon IV a Kepala Sub 
Bagian 

2 2 - 

6 PNS Pejabat 
Fungsional 

37 26 11 

7 PNS Pelaksana 71 54 17 

8 PPPK Fungsional 9 5 4 

9 PPK Pelaksana - - - 

10 Non ASN Staf 193 108 85 

JUMLAH 327 209 118 
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Tabel 1.3 
Rincian Penggolongan Aparatur Tahun 2025 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

T
abel 1.4 

Rincian Tingkat Pendidikan Aparatur PNS Sekretariat Daerah  

Kabupaten Natuna Tahun 2025 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 SD 17 17 - 

2 SLTP 14 13 1 

3 SLTA 145 89 56 

4 Diploma 17 8 9 

5 Sarjana Strata 1 124 83 41 

6 Sarjana Strata 2 10 7 3 

 JUMLAH 327 217 110 

 

 

Tabel 1.5 
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan  

Struktur Organisasi 

Organisasi 

Golongan Non 

AS

N 

Jumlah IV III II I IX VI

I 

Sekretaris Daerah 1       1 orang 

Asisten Kesejahteraan 

Rakyat 

1       1 orang 

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

1       1 orang 

Asisten Administrasi Umum 1       1 orang 

Staf Ahli 3       3 orang 

No. 
Golongan 

Kepangkatan 
Jumlah 

 

Jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan 

1 Golongan IV 17 15 2 

2 Golongan III 93 70 23 

3 Golongan II 15 10 5 

4 Golongan I - - - 

5 PPPK IX 7 5 2 

6 PPPK VII 2 - 2 

7 Non ASN 193 108 85 

JUMLAH 327 208 119 
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Bagian Tata Pemerintahan         

Kepala Bagian 1       1 orang 

Jabatan Fungsional  3      3 orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  6 1   1   8 orang 

Staf non PNS        3 3 orang 

Bagian Hukum         

Kepala Bagian  1      1 orang 

Jabatan Fungsional 2 1 1     4 orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  3    1  4 orang 

Staf non PNS        8 8 orang 

Bagian Kesejahteraan Rakyat         

Kepala Bagian 1       1 orang 

Jabatan Fungsional  1      1 orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  5 2     7 orang 

Staf non PNS        12 12 orang 

Bagian Kerja Sama         

Kepala Bagian 1       1 orang 

Jabatan Fungsional  4      4 orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  4      4 orang 

Staf non PNS        9 9 Orang 

Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam 

        

Kepala Bagian        1 orang 

Jabatan Fungsional  2 1     3 orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  5 1     6 orang 

Staf non PNS        1 1 orang 

Bagian Administrasi 

Pembangunan 

        

Kepala Bagian 1       1 orang 

Jabatan Fungsional  4      4 orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  4      4 orang 

Staf non PNS        9 9 orang 
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Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa 

        

Kepala Bagian 1       1 orang 

Jabatan Fungsional  14      14 orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  5 1  3   9 orang 

Staf non PNS        10 10 orang 

Bagian Organisasi         

Kepala Bagian 1       1 orang 

Jabatan Fungsional  3      1 Orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  5      5 Orang 

Staf non PNS        6 6 Orang 

Bagian Umum         

Kepala Bagian 1       1 orang 

Sub Koordinator  1      1 orang 

Jabatan Fungsional        orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  13 5  3   21 Orang 

Staf non PNS  

 

      125 125 

Orang 

Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan 

        

Kepala Bagian 1       1 orang 

Sub Koordinator  1      1 orang 

Jabatan Fungsional  3      3 Orang 

Jabatan Pelaksana dan PPPK  10 3  1   14  Orang 

Staf non PNS        17 17  Orang 

JUMLAH 17 93 15 - 7 2 193 327 

Orang 

 

2.1.5 Sarana dan Prasarana 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain 

dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal 

sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang 

memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian 



 
  
 
 

32 | H a l a m a n   

tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. Data 

sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.6 

Daftar Inventaris Sekretariat Daerah 

No Nama Barang Satuan 
Jumlah 

Barang Nilai Aset 

1 Laptop Unit 19         418.919.000,00  

2 Komputer Unit 265      7.311.629.990,00  

3 Printer Unit 123         367.795.365,00  

4 AC Unit 118      1.079.432.700,00  

5 Meja Unit 303      1.463.112.560,00  

6 Kursi Unit 398      1.584.531.847,00  

7 Mesin scanner Unit 22         249.187.700,00  

8 Kipas Angin Unit 47         129.819.200,00  

9 Camera Unit 31         695.349.500,00  

10 Sound Sistem Unit 24     1.009.411.000,00  

11 Infocus Unit 2          5.000.000,00  

12 TV Unit 7          69.720.000,00  

13 CCTV Unit 10         257.132.300,00  

14 Lemari Unit 99      1.047.288.700,00  

15 Penghancur Kertas Unit 17          81.150.000,00 

16 Software (ASET 

TIDAK BERWUJUD) 

Unit 3         130.466.651,00  

17 Kendaraa roda 4 Unit 39    12.252.583.749,00  

18 Kendaraam roda 2 unit 88      1.575.886.003,00  

 

2.1.6 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

Terkait kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun dari 2021-2025 

berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun 

dengan pencapaian hasil dan target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun Rencana 

Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna periode 2021-
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2025, maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh 

Sekretariat Daerah selama 5 tahun masa pembangunan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Nilai SAKIP Daerah 

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna 

tahun 2024 dari Kementerian PANRB RI sudah diterbitkan 

yaitu sebesar 74,31 dengan Predikat (BB), apabila 

dibandingkan dengan target sebesar 76,9 dengan Predikat 

(BB) sehingga bernilai sebesar 96,63%, dapat dikategorikan 

Sangat Tinggi. 

2. Nilai LPPD 

Pencapaian Nilai LPPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dari 

Kementrian Dalam Negeri sudah diterbitkan yaitu sebesar 

2,91 dengan Predikat (B), jika dibandingkan dengan target 

sebesar 3,34 maka rasio terhadap target dan realiasasi 

sebesar 87,13%. 

3. Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA 

Pencapaiam akhir tahun 2024 terhadap pembinaan 

TPQ/TPA/MDA di Kabupaten Natuna berdasarkan hasil 

capaian adalah sebesar 96,55%, capaian ini meningkat dari 

target yang ditetapkan sebesar 62% dengan rasio 

keberhasilan dalam pelaksanaannya sebesar 155,73%. 

 

Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dapat 

tergambarkan dalam capaian kinerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna periode Renstra Sekretariat Daerah 2021-

2025 seperti pada Tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.7 

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022, 2023 dan 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

35 | H a l a m a n   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
  
 
 

36 | H a l a m a n   

 
Belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

merupakan seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Sekretariat 

Daerah yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan selama satu 

periode anggaran tertentu. Jenis belanja daerah terbagi menjadi dua 

kelompok utama, yaitu Belanja Peagawai dan Belanja Operasional 

(Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal)  

Realisasi belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

pada periode 2021-2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi 

dengan memperhatikan faktor-faktor penting selain sumber daya 

manusia dan sarana prasarana. Untuk penganggaran dan capaian 

realisasi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.8 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretarait Daerah Kabupaten Natuna 
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2.1.7 Kelompok Sasaran Layanan 

Sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna memiliki peran strategis dalam memberikan layanan 

administratif, koordinatif, fasilitatif, dan analitis guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah serta penyelenggaraan 

pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kelompok 

sasaran layanan Sekretariat Daerah terdiri dari berbagai pemangku 

kepentingan internal dan eksternal pemerintahan daerah. 

a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kelompok sasaran utama Sekretariat Daerah adalah 

Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan 

daerah. Layanan yang diberikan mencakup: 

1. Dukungan administrasi perkantoran; 

2. Tata usaha dan jadwal kegiatan pimpinan; 

3. Pelayanan rumah tangga dan kendaraan dinas; 

4. Fasilitasi kegiatan keprotokolan dan komunikasi publik. 

 

b) Perangkat Daerah 

Sekretariat Daerah memberikan layanan koordinasi, 

fasilitasi, dan dukungan kebijakan kepada seluruh perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Pelayanan 

mencakup: 

1. Fasilitasi penyusunan regulasi dan kebijakan; 

2. Dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan 

pelaporan kinerja; 

3. Koordinasi lintas sektor; 

4. Pelayanan administrasi kepegawaian dan hukum. 

 

c) DPRD Kabupaten Natuna 

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, 

Sekretariat Daerah juga menjadi penghubung dan penyedia 

layanan administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), terutama terkait: 
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1. Koordinasi penyampaian dokumen perencanaan dan keuangan 

daerah; 

2. Dukungan protokoler dalam kegiatan resmi daerah; 

3. Fasilitasi komunikasi antara eksekutif dan legislatif; 

 

d) Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

Sekretariat Daerah memfasilitasi hubungan dan koordinasi 

antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan: 

1. Instansi vertikal di tingkat kabupaten; 

2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; 

3. Kementerian/Lembaga di tingkat pusat Layanan meliputi 

penyampaian data, fasilitasi kebijakan pusat, penyusunan 

laporan, dan penyesuaian regulasi. 

 

e) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya 

Meskipun tidak memberikan pelayanan publik secara 

langsung, Sekretariat Daerah berkontribusi terhadap pelayanan 

publik melalui: 

1. Penguatan sistem manajemen pemerintahan; 

2. Dukungan komunikasi publik dan pelayanan informasi; 

3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah; 

4. Pelayanan pengaduan masyarakat (melalui koordinasi dengan 

perangkat teknis). 

 

2.1.8 Dukungan BUMD 

Dukungan BUMD dalam menyelenggarakan layanan publik 

diantaranya adalah Perusahaan Daerah (PERSUDA) dan Perusahaan 

Daerah Air Minum  (PDAM). Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

dalam menjalankan tugas untuk kelancaraan BUMD di Kabupaten 

Natuna melakukan kegiatan memfasilitasi dan penguatan melalui 

beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan kebijakan pendirian BUMD seperti Rancangan 

Peraturan Daerah Pendirian BUMD, Peraturan Daerah Perubahan 

BUMD, Peraturan Daerah Penyertaan Modal BUMD, Penyusunan 
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Naskah Akademik dan Penyusunan Rencana Bisnis BUMD. 

2. Penguatan kelembagaan dan SDM BUMD seperti perekrutan 

Direkrut BUMD, Fasilitasi pembinaan dan pengawasan BUMD 

bersama Inspektorat dan OPD teknis dan Peningkatan kapasitas 

manajemen, akuntabilitas, dan kompetensi SDM BUMD melalui 

pelatihan atau pendampingan. 

3. Dukungan permodalan dan investasi BUMD seperti Koordinasi 

penyertaan modal daerah sesuai kemampuan keuangan dan 

prioritas daerah. 

 

2.1.9 Kerjasama Sekretariat Daerah 

Kerjasama Sekretariat Daerah adalah upaya koordinatif yang 

dilakukan oleh Sekretariat Daerah sebagai upaya membantu Kepala 

daerah dalam penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan, serta pembinaan administrasi pemerintahan. 

Dalam konteks ini, kerjasama mencakup kegiatan membangun sinergi 

antar perangkat daerah, antar pemerintah daerah, serta dengan pihak 

eksternal seperti pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga pendidikan, 

dan masyarakat. Kerjsama Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: 

1) Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain 

Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dalam hal 

mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Natuna 

melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna diantaranya: 

1. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang 

sinergisitas pelaksanaan pembangunan; 

2. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas tentang Pembagian Penerimaan Pajak Barang dan 

Jasa Tertentu atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (Non 

PLN) di wilayah offshore; 

3. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang 

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. 
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2) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 

Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dalam hal 

mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Natuna 

melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna diantaranya: 

1. Kerjasma dengan PT. POS Indonesia (Persero) tentang 

penyaluran bantuan tunai sosial; 

2. Kerjasama dengan Hukum Syiar Keadilan tentang Konsultasi 

Hukum dan Bantuan Hukum untuk Pemerintah Kabupaten 

Natuna secara Litigasi dan Nonlitigasi; 

3. Kerjasama dengan Kantor Urip Santoso, SH dan partners 

tentang Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Pemerintah 

Kabupaten Natuna secara Litigasi dan Nonlitigasi; 

4. Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna 

tentang Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 5.000 

Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten 

Natuna; 

5. Kerjasama dengan Universitas Esa Unggul tentang Pendidikan 

dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

6. Kerjasama dengan Universitas Andalas tentang Pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

7. Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah 

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

8. Kerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN tentang 

Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara di Bidang 

Keuangan Negara melalui Penyelenggaraan Program Studi 

Akuntansi Sektor Publik dan Program Studi Manajemen 

Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Angkatan 2024 di 

Politeknik Keuangan Negara STAN 

9. Kerjasama dengan Kantor Advokat Konsultan Hukum 

Maskurtilawahyu, SH.,MH dan Rekan tentang Kantor Advokat 

Konsultan Hukum Maskurtilawahyu, SH.,MH dan Rekan; 

10. Kerjasmaa dengan Kantor Hukum Hendri Dunan, SH dan 

Rekan tentang Advokat dan Konsultan Hukum pada 
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Pemerintah Kabupaten Natuna; 

11. Kerjasama dengan Kantor Advokat-Pengacara Hukum Rambe & 

Partners tentang Advokat dan Konsultan Hukum pada 

Pemerintah Kabupaten Natuna; 

12. Kerjasama dengan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) 

Akamigas tentang Program Sarjana Terapan dalam rangka 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Energi 

dan Sumber Daya Mineral; 

13. Kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret tentang 

Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Penyelenggaraan 

Kampus Berdampak, dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan; 

14. Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Raja Haji tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya 

Manusia, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian 

kepada Masyarakat; 

15. Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri 

Syariah (Perseroda) tentang Layanan Jasa Perbankan dan 

Kesepakatan Pemberian Subsidi Margin untuk Pembiayaan 

Usaha Mikro; 

 

3) Kerjasama Daerah tentang Sinergi Perencanaan Pembangunan 

Pusat dan Daerah 

Kerjasama Daerah terkait sinergi perencanaan 

pembangunan pusat dan daereah di Kabupaten Natuna melalui 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna diantaranya: 

1. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Natuna tentang 

Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara; 

2. Kerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN tentang 

Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di 

Bidang Keuangan Negara; 

3. Kerjsama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta 

Invensi dan Inovasi di Kabupaten Natuna; 
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4. Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial tentang 

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Geospasial di Kabupaten Natuna; 

5. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data 

Pokok Pendidikan; 

6. Kerjasmaa dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 

Kesehatan Kantor Cabang Tanjung Pinang tentang Optimalisasi 

Program Jaminan Kesehatan Nasional; 

7. Kerjasama dengan Pengadilan Agama Natuna tentang 

Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian; 

8. Kerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan tentang Sinergi Pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna; 

9. Kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang 

Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. 

 

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah 

Permasalahan dan isu strategis merupakan dua hal yang saling 

berkaitan dan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan 

strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan strategis. Permasalahan 

dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi eksisting saat ini 

dengan kondisi yang diharapkan (target), baik dari sisi kinerja kelembagaan, 

sumber daya, maupun capaian pelayanan. Sementara itu, isu strategis 

adalah hal-hal pokok, mendesak, berdampak besar, dan perlu segera 

ditangani atau ditindaklanjuti, yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. 

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan 

yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif 

untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, 

akuntabel, dan profesional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi 

daerah, yang ditandai dengan belum terpadu dan efektifnya pelaksanaan 

fungsi-fungsikoordinasi lintas sektor serta kurangnya sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah; 

2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam 

mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam 

hal kompetensi, kedisiplinan, serta pelayanan administrasi dan 

kepegawaian; 

3. Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah 

daerah, terutama dalam hal sistem pelaporan, pengukuran, dan evaluasi 

kinerja yang belum sepenuhnya berbasis hasil dan akuntabilitas publik; 

4. Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan 

batas eksisting wilayah, baik antar kelurahan, kecamatan, maupun 

dengan kabupaten/kota lain, yang berdampak pada ketidakpastian 

perencanaan pembangunan wilayah; 

5. Belum optimalnya kerjasama daerah, baik dalam bentuk kemitraan antar 

pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga, sebagai bagian dari 

upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik; 

6. Belum terinventarisir secara optimal potensi risiko sosial dan dampaknya 

terhadap kehidupan sosial dan keagamaan, sehingga belum terdapat 

sistem mitigasi risiko yang efektif untuk mencegah konflik horizontal dan 

isu-isu intoleransi; 

7. Belum optimalnya perumusan kebijakan di bidang budaya, pendidikan, 

dan kesehatan, yang memerlukan fasilitasi lintas sektor dan sinergi antar 

Perangkat Daerah yang lebih terarah; 

8. Belum optimalnya ketersediaan data terkait rumah ibadah, organisasi 

keagamaan, dan ormas, yang menyebabkan keterbatasan dalam 

pengambilan kebijakan dan pemberian bantuan sosial keagamaan; 

9. Belum optimalnya proses inventarisasi, verifikasi, dan pemberian 

bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang masih 

terkendala oleh ketidakterpaduan data dan minimnya koordinasi antar 

pihak terkait; 
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10. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum dan tenaga teknis publikasi 

hukum, serta belum optimalnya kebijakan bantuan hukum dan 

perlindungan HAM, baik bagi masyarakat umum maupun ASN dan pihak 

swasta yang berkaitan dengan iklim investasi; 

11. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap produk 

hukum daerah, yang menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan 

daerah dan kebijakan hukum pemerintah; 

12. Belum optimalnya penataan perekonomian daerah, yang disebabkan oleh 

terbatasnya sumber daya manusia (SDM) analis ekonomi dan lemahnya 

koordinasi serta pelaporan kegiatan ekonomi lintas Perangkat Daerah; 

13. Penyusunan program pembangunan dan pengendalian masih belum 

sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis dan menghadapi kendala 

penganggaran, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan 

Pembangunan; 

14. Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan 

(RUP) dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang disebabkan oleh 

rendahnya pemahaman pelaku pengadaan, dinamika regulasi, serta 

minimnya sarana, prasarana, dan personil UKPBJ yang professional; 

15. Kurangnya minat ASN untuk menjadi JF PPBJ akibat beban kerja yang 

berat dan risiko hukum yang tinggi, serta sulitnya memenuhi 

persyaratan kompetensi untuk jabatan tersebut; 

16. Belum optimalnya fasilitasi sarana dan prasarana aparatur serta 

pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas 

pelayanan administrasi dan masih digunakannya metode manual yang 

tidak efisien; 

17. Belum terintegrasinya data kepegawaian secara digital, serta rendahnya 

pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas SDM dalam mengelola 

administrasi modern; 

18. Belum optimalnya kebijakan teknis terkait analisis jabatan, penataan 

kelembagaan, dan reformasi birokrasi, termasuk penilaian zona 

integritas, AKIP, dan SAKIP OPD yang masih rendah, serta keterbatasan 

SDM bidang organisasi dan kinerja; 
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19. Belum optimalnya pengelolaan peliputan dan dokumentasi kegiatan 

pimpinan daerah, serta kurangnya efektivitas penyampaian informasi 

dan pengaturan jadwal kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah, yang 

menghambat fungsi keprotokolan dan komunikasi publik; 

20. Belum optimalnya pengelolaan retribusi dan penyusunan administrasi 

keuangan, serta masih lemahnya inventarisasi aset dan tindak lanjut 

atas temuan pemeriksaan, yang disebabkan oleh keterbatasan dokumen 

dan informasi aset. 

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan 

yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif 

untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, 

akuntabel, dan profesional.  

Berdasarkan identifikasi terhadap berbagai permasalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan bahwa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna masih menghadapi tantangan serius 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan 

akuntabel. Permasalahan utama terletak pada lemahnya kapasitas 

koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah, 

yang menghambat optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan umum dan 

otonomi daerah. Kualitas pelayanan aparatur, baik dari segi kompetensi, 

kedisiplinan, maupun pengelolaan administrasi dan kepegawaian, masih 

belum memadai. Di sisi lain, sistem pelaporan, evaluasi, dan pengukuran 

kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil dan belum didukung dengan data 

yang akurat serta teknologi informasi yang terintegrasi. 

Persoalan lain yang turut memperburuk efektivitas tata kelola 

adalah belum tertatanya data wilayah dan batas administrasi, terbatasnya 

kerjasama antardaerah maupun dengan pihak ketiga, serta belum 

optimalnya mitigasi risiko sosial dan fasilitasi keagamaan. Di bidang 

pelayanan hukum dan HAM, masih terdapat kekurangan tenaga profesional 

serta lemahnya monitoring terhadap produk hukum daerah. Selain itu, 

penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan serta pengadaan 

barang/jasa masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman regulasi, 
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keterbatasan anggaran, dan minimnya tenaga teknis profesional, khususnya 

pada UKPBJ dan jabatan fungsional pengadaan. Aspek kelembagaan, 

reformasi birokrasi, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan 

pimpinan juga menunjukkan kelemahan yang memerlukan perhatian 

khusus. 

Kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan, inventarisasi 

aset, serta tindak lanjut temuan pemeriksaan menunjukkan masih 

rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hal ini diperparah oleh 

belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan rendahnya kapasitas 

SDM di berbagai bidang strategis pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan 

langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk 

memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi SDM, 

mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan, serta memperbaiki tata 

kelola manajerial dan koordinatif, guna mendukung pencapaian visi 

pembangunan daerah yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. 

 

2.3 Identifikasi Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis 

2.3.1 Isu Strategis Sekretariat Daerah 

Berdasarkan permaslahan Isu Strategis Sekretariat Darah 

Kabupaten Natuna merupakan faktor penting yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran suatu 

organisasi utama yang memiliki dampak signifikan terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menuntut perhatian, 

kebijakan, dan tindakan strategis dalam jangka menengah hingga 

panjang. Isu strategis muncul sebagai hasil dari identifikasi faktor 

internal dan eksternal, termasuk dinamika lingkungan, kebijakan 

nasional, aspirasi masyarakat, serta kemampuan dan sumber daya 

organisasi. 

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks 

dan tuntutan perubahan yang cepat, Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna harus menyikapi berbagai isu strategis yang berasal dari 

lingkungan internal maupun eksternal yang berpengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan 
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pelayanan publik. 

a. Isu Strategis Internal Perangkat Daerah 

Sekretariat Daerah dalam menghadapi sejumlah tantangan 

dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan 

pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil, 

maka isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang 

adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang 

berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan 

komitmen reformasi birokrasi, penerapan good governance dan 

sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

2) Optimalisasi Pembinaan, inventarisasi, verifikasi, monev dan 

pemberian hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial 

masyarakat; 

3) Optimalisasi produk hukum yang dihasilkan, penyelesaian 

perkara hukum dan permasalahan hukum serta analisa, 

evaluasi dan sosialisasi produk hukum daerah; 

4) Optimalisasi kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama 

daerah dengan pihak ketiga dan sinergi; 

5) Peningkatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA 

belum berjalan efektif serta rendahnya kinerja dan kontribusi 

BUMD terhadap perekonomian daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD); 

6) Efektivitas pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui 

APBD, pelaksanaan pembangunan kewilayahan, pengelolaan 

data/informasi pelaksanaan pembangunan APBN, APBD 

Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Natuna dan Sistem 

informasi monitoring belum optimal dimanfaatkan OPD dalam 

melaporkan progres pelaksanaan kegiatan; 
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7) Peningkatan pemahaman tentang Pengadaan Barang/jasa, 

tingginya resiko SDM pengadaan barang/jasa yang langsung 

bersentuhan dengan pihak lain dan masih perlunya 

peningkatan pemahaman, profesionalisme dan integritas dari 

para pelaku pengadaan barang/jasa; 

8) Optimalisasi fasilitasi dan analisis kebutuhan sarana dan 

prasarana aparatur, peningkatan kualitas dan efektivitas 

layanan administrasi kepegawaian, penguatan sistem informasi 

kepegawaian dan digitalisasi arsip, peningkatan kompetensi 

ASN dalam pengelolaan administrasi berbasis digital dan 

pengelolaan serta pemenuhan Aset Sekretariat Daerah; 

9) Peningkatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

kelembagaan, kualitas penyelenggaraan pemerintah yang 

berorientasi pelayanan publik dan peningkatan penilaian SAKIP 

OPD dan pelayanan publik serta optimalisasi pelaksanaan dan 

pengukuran Survei Kepuasan Masyrakat (SKM); 

10) Optimaliasasi penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi 

pimpinan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah Daerah. 

b. Isu Strategis Global 

Perkembangan global memberikan peluang sekaligus 

tantangan yang harus direspon dengan kebijakan dan inovasi lokal. 

Beberapa isu strategis global yang memengaruhi Sekretariat Daerah 

antara lain: 

1) Peningkatan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan 

inklusif agar dapat bersaing dalam konteks global dan 

memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. 

2) Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability) 

dalam seluruh kebijakan dan program daerah sebagai respons 

terhadap isu lingkungan global dan komitmen nasional. 

3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dan 

tata kelola ASN secara global, menuntut percepatan adaptasi 

daerah. 
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4) Tantangan dalam pengadaan berkelanjutan, termasuk 

keterbatasan transparansi rantai pasok, akses teknologi hijau 

yang belum merata, dan perbedaan standar lingkungan 

internasional yang harus diselaraskan dengan praktik daerah. 

5) Peningkatan tuntutan terhadap pemerintahan yang akuntabel, 

terbuka, dan responsif, khususnya terkait isu HAM, 

pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, yang menjadi 

agenda penting dalam tata kelola pemerintahan modern. 

c. Isu Strategis Nasional 

Isu Strategis Nasional terdapat berbagai isu struktural yang 

perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan 

daerah agar selaras dan mendukung pencapaian tujuan nasional, di 

antaranya: 

1) Transformasi Sosial yang merupakan langkah dan upaya 

penguatan pondasi dalam menghadapi transformasi sosial agar 

melahirkan SDM yang kreatif dan inovatif; 

2) Transformasi Tata Kelola merupakan upaya yang harus 

dilakukan agar menjadi instrumen dalam menjaga 

kesinambugan, konsistensi dan sinkronisasi kebijakan pada 

administratid dan kebihakan pembangunan; 

3) Transformasi Ekonomi merupakan langkah jangka menengah 

untuk menjaga produktivitas dan kebijakan dalam 

memanfaatkan beberapa sektor untuk mendorong peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

d. Isu Strategis Regional 

Lingkungan regional menghadirkan tantangan tersendiri 

yang memerlukan kolaborasi antar daerah dan penyesuaian 

kebijakan yang sinergis, yaitu: 

1) Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur di tingkat daerah 

dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan 

pelayanan publik yang responsif. 

2) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

kelembagaan daerah, termasuk rendahnya capaian penilaian 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 

kualitas pelayanan publik di tingkat regional. 

3) Optimalisasi kualitas dan kuantitas produk hukum daerah serta 

lemahnya penyelesaian perkara hukum non-litigasi yang 

berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi daerah. 

4) Peningkatan basis ekonomi daerah yang dapat berperan sebagai 

penggerak utama dinamika perekonomian regional. 

5) Peningkatan infrastruktur pendukung pengadaan berkelanjutan 

dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam yang 

rentan terhadap tekanan lingkungan dan ekonomi. 

6) Penguatan kolaborasi efektif antar daerah dalam menerapkan 

kebijakan lingkungan dan pengadaan hijau yang mendukung 

pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. 

 

2.4 Rumusan Isu Strategis  

Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah adalah pernyataan yang 

menggambarkan permasalahan utama, tantangan, atau hal-hal penting yang 

harus segera diatasi atau dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan daerah. Isu strategis disusun berdasarkan 

hasil analisis situasi dan kondisi aktual yang mencakup aspek internal dan 

eksternal, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional, rencana 

strategis perangkat daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). 

Isu strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan 

kebijakan, program, dan kegiatan yang bersifat prioritas, dan menjadi 

pijakan dalam menentukan arah pencapaian visi dan misi kepala 

daerah.Data Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah 
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2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah 

2.5.1 Tantangan 
Berdasarkan Fakta diatas Kabupaten Natuna merupakan 

wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat organisasi yang 

datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam 

eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan 

Pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut: 

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 

2. Tuntutan profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan 

pemerintahan. 

3. Tuntutan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan 

umum dan otonomi daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan tata aturan kewilayahan. 

4. Tuntutan dalam meningkatkan dan menata kualitas produk hukum 

daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan, 

kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

5. Tuntutan dalam peningkatan efektifitas tugas dan fungsi perangkat 

daerah, berupa penataan kelembagaan yang ramping struktur kaya 

fungsi, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional 

prosedur), pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat 

serta akuntabilitas kinerja 

6. Tuntutan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai 

dengan prinsip- prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, 

terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. 

7. Tuntutan dalam peningkatan pengendalian administrasi 

pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

8. Tuntutan dalam peningkatan harmonisasi intern dan antar umat 

beragama. 

9. Tuntutan dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian 

daerah dan BUMD 
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2.5.2 Peluang 

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang 

dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang 

bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan 

pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut: 

1. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam 

mewujudkan tujuan organisasi 

2. Penerapan kemajuan teknologi informasi pada tatanan manajemen 

dan dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah 

3. Peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam 

mewujudkan tujuan salah satunya adanya pelimpahan urusan 

pemerintahan yang luas kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan 

ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah 

4. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang 

memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

5. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten 

Natuna yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna sehingga memudahkan 

Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi 

perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian. 

6. Kabupaten Natuna dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, 

religious dengan penduduk yang ramah tamah memudahkan 

Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi 

menyusun rancangan, mengoordinasikan bahan perumusan 

kebijakan daerah yang meliputi urusan keagamaan, sosial, 

kemasyarakatan. 

7. Hubungan kerjasama antara Kabupaten Natuna dengan 

Kabupaten/Kota lain menjadi pendorong bagi Kabupaten Natuna 

dan aparatur untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan 

potensi yang ada. 
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8. Adanya pertumbuhan pada sektor perbankan yang dapat 

meningkatkan pendanaan pada investasi UMKM dan ekonomi 

kerakyatan sehingga memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka 

menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan daerah pada 

sektor pembinaan dan pengembangan UMKM dan ekonomi 

kerakyatan di Kabupaten Natuna. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

Tujuan Rencana Strategis adalah sesuatu kondisi yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan 

tujuan memenuhi kriteria yang dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan 

disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. 

Pernyataan tujuan tersebut diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah 

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 

yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin 

dicapai. Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas 

dan fungsi menjabarkan misi ke 4 (empat) sesuai RPJMD Kabupaten Natuna 

Tahun 2025-2029, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Bersih dan Berbasis Teknologi.  

Selanjutnya dalam menginplementasikan Visi dan Misi Sekretariat 

Daerah memiliki tujuan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Daerah dan Pelayanan Publik Pemanfaatan Teknologi Informasi. 

Rumusan ini menggambarkan upaya yang akan dilaksanakan dalam 

mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pelayanan dengan 

mengoptimalkan pemanfataan teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan 

stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah 

Kabupaten Natuna. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai 

maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, 

pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, 

dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut secara 

berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas 

pegawai, penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang 

akan dibenahi. Pemanfataan teknologi informasi ini dalam rangka 

memudahkan pelayanan terhadap masyarakat karena secara geografis 

Kabupaten Natuna adalah daerah kepulauan. 
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3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

Sasaran Rencana Strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat 

Daerah Kabupaten Natuna diantaranya adalah:  

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Peneyelenggaraan Pelayanan 

Publik; 

2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Peneyelanggaraan pemerintahan; dan 

3. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi 

Daerah. 

 

Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2025-2029 dapat diformulasikan dengan konsep penyusunan pada 

gambar sebagai berikut: 

 
 

Gambar 3.1 

Konsep Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

68 | H a l a m a n   

 

Gambar 3.2 

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan  
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka keterkaitan ini disusun untuk memastikan bahwa tujuan 

dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun                  

2025–2029 selaras dan mendukung pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 

2025–2029. Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki 

fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif berperan strategis dalam 

menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 

pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 
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Tabel 3.3 

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 
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Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 terdapat beberapa 

indikator yang harus dicapai seperti pada tabel 3.3 yang setiap indikatornya 

didefinisikan sebagai berikut: 

a. Nilai SAKIP Daerah adalah ukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB 

terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian 

kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran. 

b. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP dengan 

Predikat >70 adalah ukuran proporsi perangkat daerah yang memperoleh 

nilai evaluasi SAKIP di atas 70 (predikat minimal “BB”) dari total seluruh 

perangkat daerah yang dievaluasi dalam satu tahun anggaran. 

c. Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran kuantitatif terhadap kualitas 

pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan pemerintah daerah, 

berdasarkan aspek-aspek standar pelayanan, profesionalisme SDM, 

sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan 

pengaduan, serta inovasi pelayanan. 

d. Persentase UPP yang memperoleh kategori minimal Baik (B) adalah 

ukuran proporsi UPP yang mendapatkan nilai evaluasi pelayanan publik 

dengan kategori minimal “Baik” (nilai 70–80) berdasarkan hasil penilaian 

internal atau eksternal sesuai standar Kementerian PANRB. 

e. Indeks Kualitas Kebijakan ukuran kuantitatif terhadap mutu proses dan 

hasil kebijakan publik yang dihasilkan oleh perangkat daerah, mencakup 

aspek relevansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan 

kebijakan. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen evaluasi dari LAN 

atau penilaian mandiri yang terstandarisasi. 

f. Indeks Reformasi Hukum adalah ukuran tingkat pelaksanaan reformasi 

hukum oleh pemerintah daerah, mencakup identifikasi dan pemetaan 

regulasi, deregulasi dan simplifikasi peraturan, penguatan sistem 

regulasi nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum. 

Penilaian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM setiap tahun. 

g. Indeks Tata Kelola Pengadaan adalah ukuran kuantitatif terhadap 

kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, 

mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, transparansi, 
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efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian dilakukan 

berdasarkan instrumen evaluasi dari LKPP. 

h. Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) adalah ukuran komposit terhadap 

tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di suatu 

daerah, mencakup dimensi ketersediaan, pemanfaatan, dan kualitas 

layanan keuangan dan Laporan Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

3.3 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai 

prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan 

grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. 

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: 

menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, 

didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai 

tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah 

Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi 

membentuk cerita atau skenario strategi. 

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. 

Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu 

strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran 

tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang 

telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. 

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan 

bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah 

kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan 

dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari 

upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah serta 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien dan 

akuntabel. Strategi setiap Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut: 
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1. Bagian Tata Pemerintahan  

Strategi: 

a. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah; 

b. Menyusun dan memutakhirkan data kewilayahan serta fasilitasi 

penyelesaian batas wilayah. 

2. Bagian Hukum  

Strategi: 

a. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah; 

b. Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi hukum berbasis 

digital; 

c. Meningkatkan kapasitas SDM hukum melalui pelatihan dan 

bimbingan teknis. 

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat  

Strategi: 

a. Meningkatkan koordinasi program sosial dan keagamaan lintas 

sektor; 

b. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, dan keagamaan; 

c. Mengembangkan sistem monitoring evaluasi program 

kesejahteraan secara partisipatif. 

4. Bagian Kerjasama 

Stretegi: 

a. Mengoptimalkan kerjasama kepada pihak swasta, unsur pendidikan 

dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Natuna; dan  

b. Mengoptimalkan fasilitasi kerja sama antar daerah dan luar negeri. 

5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)  

Strategi: 

a. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 

ekonomi daerah; 

b. Memfasilitasi pengembangan investasi dan pengelolaan sumber 

daya alam berkelanjutan; 

c. Mengembangkan sistem data dan informasi ekonomi daerah yang 

terintegrasi. 
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6. Bagian Administrasi Pembangunan  

Strategi: 

a. Meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis 

kinerja; 

b. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program pembangunan; 

c. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan pembangunan; 

d. Meningkatkan sinergi program antar OPD melalui fasilitasi 

pengendalian program. 

7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  

Strategi: 

a. Mendorong pelaksanaan pengadaan secara transparan, efisien, dan 

akuntabel; 

b. Meningkatkan kompetensi SDM pengadaan melalui pelatihan dan 

sertifikasi; 

c. Mengembangkan sistem informasi pengadaan secara digital dan 

real-time. 

 

8. Bagian Umum  

Strategi: 

a. Meningkatkan efisiensi layanan administrasi perkantoran dan logistik 

kepala daerah; 

b. Memastikan ketersediaan sarana prasarana kantor yang representatif; 

c. Meningkatkan pengelolaan aset dan pemeliharaan fasilitas kerja; 

d. Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan 

daerah; 

e. Memperkuat sistem pelaporan keuangan dan

 pelaksanaan anggaran yang akuntabel 

9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  

Strategi: 

a. Meningkatkan profesionalisme layanan keprotokolan; 

b. Meningkatkan kualitas publikasi dan informasi kegiatan kepala 

daerah; 

c. Mengembangkan kanal komunikasi publik yang inklusif dan berbasis 

digital. 



 
  
 
 

75 | H a l a m a n   

10. Bagian Organisasi  

Strategi: 

a. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata laksana 

kelembagaan; 

b. Mendorong evaluasi kelembagaan berbasis kinerja dan kebutuhan 

daerah; 

c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan inovasi birokrasi. 

 

Dalam mewujudkan strategi Sekretariat Daerah untuk lima tahun 

kedepan maka dilakukan penahapan Renstra Sekretariat Daerah Sebagai 

Berikut: 
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Tabel 3.4 

Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 
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3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat 

Daerah merupakan rumusan umum mengenai pendekatan dan prioritas 

kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan 

sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan menjadi pedoman strategis 

dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan 

administratif, serta menjadi landasan dalam perumusan program dan 

kegiatan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika 

pembangunan daerah. 

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang akan 

dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat 

Daerah ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang 

adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang 

berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi 

birokrasi, penerapan good governance dan sejalan dengan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM); 

2. Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi 

penerima hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial 

masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta 

berbasis data dan teknologi, serta memperkuat sistem monitoring dan 

evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat; 

3. Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum 

daerah, memperkuat penyelesaian permasalahan hukum melalui 

pendampingan dan bantuan hukum, serta mengoptimalkan analisis dan 

evaluasi regulasi untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas 

kebijakan daerah; 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan 

sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya 

saing daerah, sambil menjaga kestabilan inflasi melalui kebijakan fiskal 

dan moneter yang terkoordinasi dan penguatan sektor ekonomi lokal; 
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5. Menyusun program kerja berbasis elektronik sesuai kewenangan, tugas, 

dan fungsi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan, serta memastikan setiap kebijakan dan program 

pembangunan memperhatikan dampak lingkungan dan mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi; 

6. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan 

pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem 

pengadaan secara elektronik (e-procurement), peningkatan kapasitas 

SDM pengadaan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi proses 

pengadaan; 

7. Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian dan pelayanan 

administrasi aparatur secara profesional dan berbasis digital melalui 

penguatan sistem informasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, 

digitalisasi arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana yang 

mendukung birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas; 

8. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kWelembagaan, 

mendorong budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan 

pelayanan publik, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (SAKIP) dan penilaian 

pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja organisasi yang 

transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat; 

9. Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan komunikasi 

pimpinan secara profesional, responsif, dan terintegrasi guna 

mendukung efektivitas koordinasi pimpinan daerah serta memperkuat 

diseminasi informasi kebijakan pemerintah secara tepat dan strategis; 

10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi 

pendapatan daerah khususnya retribusi daerah, serta penataan 

administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, 

transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi dan 

peningkatan kapasitas SDM. 

 

Teknik rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 

Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KIENRJA PENYELENGGARAAN 
BIDANG URUSAN 

 

4.1 Uraian Program  

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) 

suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam 

pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian 

tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke 

dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan 

dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah 

ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan 

perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan 

menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud 

operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian 

tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus 

menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat 

daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab 

sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. 

Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, maka di Sekretariat Daerah terdiri dari program, kegiatan 

dan sub kegiatan. 

 



 
  
 
 

82 | H a l a m a n   

4.2 Uraian Kegiatan 

Uraian kegiatan adalah menjelaskan secara rinci mengenai 

kegiatan dalam perencanaan pembangunan atau rencana pelaksanaan pada 

perangkat darah yang menjelaskan maksud, tujuan, sasaran, serta keluaran 

(output) yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan 

merupakan bagian dari program, dan di bawahnya terdapat subkegiatan. 

4.3 Uraian Sub Kegiatan 

a. Subkegiatan Berdasarkan Kinerja, Indikator, Target dan Pagu 

Indikatif 

Subkegiatan adalah sebagian atau seluruh aktivitas dari suatu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari 

pencapaian keluaran (output) kegiatan tersebut, yang dapat diukur dan 

dibebankan pada anggaran. 

Subkegiatan juga merupakan turunan dari kegiatan pada tiap 

unit kerja atau aktivitas yang lebih rinci dan spesifik, yang menjadi dasar 

pelaksanaan program pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran. 

Subkegiatan merupakan bagian dari struktur perencanaan yang ada 

dalam dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

 

b. Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan 

Daerah 

Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan 

daerah adalah aktivitas teknis atau operasional yang secara langsung 

berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis dan tujuan 

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah) atau RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 

Subkegiatan ini disusun untuk menjawab permasalahan nyata 

di daerah dan diarahkan pada pemenuhan indikator kinerja utama (IKU), 

serta sejalan dengan arah kebijakan nasional (RKP/RPJMN). 

Kerangka Rencana program, kegiatan, dan pendanaan 

Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan  

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan 

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 

disusun sebagai pedoman dalam menjabarkan tujuan dan sasaran 

Rencana Strategis ke dalam intervensi pembangunan yang terukur, 

sistematis, dan selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna 

Tahun 2025-2029. Perumusan ini juga mengacu pada tugas dan fungsi 

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu kepala daerah 

dalam penyusunan kebijakan serta koordinasi administratif. 
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Tabel 4.1 

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 
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Tabel 4.2 

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 
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Tabel 4.3 

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 
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4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah 

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung 

dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. 

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk 

memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan 

bidang Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. Indikator kinerja tujuan dan 

sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. 

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja outcome atau impact yang 

dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih 

terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah. 

Selanjutnya Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 melalui 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif 

yang mencerminkan tingkat pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Utama 

disusun secara sistematis dan terukur untuk memantau, mengevaluasi, dan 

mengendalikan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Daerah, 

dalam rangka memastikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk 

mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan 

organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan 

dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan 

indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap 

berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta 

turunannya. Penentuan target keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat 

Daerah Kabupaten Natuna 
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Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

(IKU-PD) yang juga memiliki keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten 

Natuna. Berikut adalah tabel indikator kinerja utama Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029: 
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Tabel 4.4 

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 
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Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

transparan, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

menetapkan sejumlah indikator sasaran strategis dengan target terukur 

secara tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030. Indikator-indikator ini 

mencerminkan fokus pembangunan kelembagaan, pelayanan publik, hukum 

serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Nilai SAKIP 

Target capaian nilai SAKIP merypakan ukuran proporsi perangkat 

daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP di atas 70 (predikat 

minimal “BB”) dari total seluruh perangkat daerah yang dievaluasi dalam 

satu tahun anggaran. 

Penilaian dilakukan oleh evaluator Kementerian PANRB 

berdasarkan dokumen kinerja dan wawancara, dengan bobot penilaian 

pada lima komponen utama diantaranya Perencanaan Kinerja, 

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian 

Kinerja dan Efisiensi Anggaran. Metode pengukuran adalah sebagai 

berikut: 

 

Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP >70 

Jumlah Seluruh Perangkat Daerah yang dievaluasi 
X 100 

 

b. Persentase Unit Pelayanan Pubpik (UPP) 

Target capaian Unit Pelayanan Publik (UPP) merupakan proporsi 

Unit Pelayanan Publik (UPP) yang mendapatkan nilai evaluasi pelayanan 

publik dengan kategori minimal “Baik” (nilai 70–80) berdasarkan hasil 

penilaian internal atau eksternal sesuai standar Kementerian PANRB. 

Sumber data terhadap pengukuran indikator ini adalah hasil 

evaluasi pelayanan publik yang menggunakan instrumen Indeks 

Pelayanan Publik dengan metode pengukurannya sebagai berikut: 

 

Jumlah UPP dengan kategori Baik (Nilai >70) 

Jumlah Seluruh UPP yang dievaluasi 
X 100% 
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c. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 

Target capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan 

ukuran kuantitatif terhadap mutu proses dan hasil kebijakan publik yang 

dihasilkan oleh perangkat daerah, mencakup aspek relevansi, efektivitas, 

efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan kebijakan. Penilaian dilakukan 

berdasarkan instrumen evaluasi dari LAN atau penilaian mandiri yang 

terstandarisasi. 

Sumber data terhadap penilaian ini adalah hasil penilaian 

mandiri atau eksternal menggunakan instrumen IKK dari LAN, termasuk 

data primer (wawancara, dokumen kebijakan) dan data sekunder (laporan 

kinerja, RPJMD, Renstra dan DPA SKPD). Penilaian dilakukan 

berdasarkan beberapa dimensi diantaranya Relevansi Kebijakan, 

Efektivitas dan Efisiensi, Partisipasi dan Transparansi, Konsistensi dan 

Koherensi, Keberlanjutan dan Dampak yang selanjutnya skor akhir 

dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari seluruh dimensi. 

 

d. Indeks Tata Kelola Pengadaan 

Target Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan ukuran 

kuantitatif terhadap kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa 

pemerintah daerah, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. 

Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen evaluasi dari LKPP. 

Laporan Indeks tata Kelola Pengadaan berdasarkan laporan 

Laporan evaluasi dari LKPP, data dari Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE), dan hasil audit internal/eksternal dengan metode 

pengukurannya berdasarkan Perencanaan Pengadaan, Pelaksanaan dan 

Efisiensi, Pengawasan dan Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas 

dan Penguatan Kapasitas SDM. Skor akhir dihitung sebagai rata-rata 

tertimbang dari seluruh domain sesuai instrumen LKPP. 

 

Selanjutnya untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna perlu didukung oleh Indikator Kinerja 

Pendukung Program yang merupakan ukuran atau parameter digunakan 

untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program, terutama dari aspek 
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yang mendukung agar tujuan utama program bisa tercapai. Dengan kata lain, 

indikator kinerja pendukung program membantu memastikan bahwa setiap 

komponen pendukung program berjalan efektif, sehingga hasil akhir program 

dapat dicapai secara optimal, adapaun indikator pendukung program adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Indikator Kinerja Pendukung Program Sekretariat Daerah 
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Dalam rangka pemenuhan Indikator Pendukung Program pada 

Indikator Kienrja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna pada 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 

2025-2029, ukuran capaian terhadap beberapa indikator tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Indeks Reformasi Hukum 

Target capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan 

ukuran tingkat pelaksanaan reformasi hukum oleh pemerintah daerah, 

mencakup identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan simplifikasi 

peraturan, penguatan sistem regulasi nasional, serta peningkatan 

kualitas pelayanan hukum. Penilaian dilakukan oleh Kementerian 

Hukum dan HAM setiap tahun. 

Sumber data terhadap pengukuran kinerja ini adalah laporan 

hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum dan 

HAM dengan sistem penilaian dilakukan berdasarkan empat domain 

utama yaitu Identifikasi dan Pemetaan Regulasi, Penyederhanaan dan 

Deregulasi, Penguatan Sistem Regulasi Nasional dan Peningkatan 

Pelayanan Hukum.  

Skor akhir dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari seluruh domain 

sesuai instrumen sebagai pengukur yang telah ditetapkan. 

 

b. Indeks Akses Keuangan Daerah 

Target Indeks Akes Keuangan Daerah (IAKD) merupakan ukuran 

komposit terhadap tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan 

formal di suatu daerah, mencakup dimensi ketersediaan, pemanfaatan, 

dan kualitas layanan keuangan. Laporan IKAD dari OJK. 

 

Sumebr data terhdap pengukuran Indeks Akses Keuangan 

Daerah adalah laporan IKAD dari OJK, data survei inklusi keuangan, dan 

laporan lembaga keuangan daerah dengan metode pengukurannya 

dihitung berdasarkan tiga dimensi utama diantarantab Ketersediaan 

Layanan Keuangan (jumlah titik layanan, jangkauan geografis), 

Pemanfaatan Produk Keuangan (jumlah rekening, penggunaan 

kredit/simpanan) dan Kualitas Layanan dan Literasi Keuangan 
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(kepuasan, pemahaman masyarakat). Skor akhir merupakan rata-rata 

tertimbang dari ketiga dimensi sesuai instrumen IKAD Nasional. 

 

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah 

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur utama yang 

digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, dan 

berdampak nyata terhadap masyarakat. Indikator Kinerja Kunci disusun 

untuk masing-masing urusan pemerintahan dan mencerminkan hasil yang 

ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pemerintah 

daerah. 

Indokator Kinerja Kunci (IKK) digunakan sebagai instrumen 

evaluatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan 

strategis, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta 

memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Setiap 

indikator dirancang secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan 

berbasis waktu (SMART), serta disertai dengan target tahunan selama 

periode perencanaan 2025–2029 guna memastikan ketercapaian sasaran 

pembangunan daerah secara terarah dan terukur. 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
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Berdasarkan tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci daerah (IKK) 

adalah sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan 

berorientasi pada pelayanan publik, Sekretariat Daerah menetapkan 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi 

birokrasi secara berkelanjutan, dianataranya sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan 

Pemanfaatan sistem pengadaan adalah penggunaan teknologi, 

prosedur, dan mekanisme tertentu untuk mendukung proses pengadaan 

barang/jasa agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

 

b. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 

SDM PBJ (Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa) 

adalah aparatur atau tenaga khusus yang bertugas melaksanakan 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Agar dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, dan harus memiliki kualifikasi (syarat dasar) dan 

kompetensi (kemampuan yang dibutuhkan). 

 

c. Tingkat Kematangan UKPBJ 

UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah unit 

organisasi pemerintah yang mengelola pengadaan barang/jasa. Agar 

profesional dan sejajar dengan fungsi strategis lain, LKPP menetapkan 

Tingkat Kematangan UKPBJ sebagai indikator seberapa baik unit ini 

sudah berfungsi. 

 

d. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Penilaian kepatuhan adalah instrumen yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana instansi pemerintah menyelenggarakan 

pelayanan publik sesuai standar yang telah ditetapkan. 

 

e. Indeks Kematangan Organisasi 

Indeks Kematangan Organisasi adalah ukuran yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana suatu organisasi telah berkembang dalam 

aspek manajemen, tata kelola, dan kapabilitas kelembagaan.  
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4.6 Cascading dan Crosscutting Sekretariat Daerah 

1) Cascading Sekretariat Daerah 

Cascading adalah proses menyelaraskan dan menurunkan 

tujuan atau indikator kinerja dari tingkat organisasi yang lebih tinggi 

(Sekretaris Daerah) ke tingkat unit (Bagian-Bagian di Lingkungan 

Sekretariat Daerah) denga mengedepankan, fungsi, hingga individu. 

Tujuannya agar semua tingkatan bergerak selaras mencapai visi, misi 

dan target yang yang telah ditetapkan. Cascading Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 

Cascading Sekretariat Daerah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Crosscutting Sekretariat Daerah 

Crosscutting adalah isu, program, atau kegiatan yang melintasi 

(memotong) lebih dari satu unit, bidang, atau sektor, sehingga tidak 

dapat ditangani secara terpisah oleh satu bagian saja. Dengan kata lain, 

crosscutting berarti bersifat lintas-unit atau lintas bagian yang akan 
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saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan, dengan kata lain 

Crosscutting adalah kegiatan yang menuntut kolaborasi dan koordinasi 

beberapa bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 

Crosscutting pada Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

merujuk pada program, kegiatan/subkegiatan yang saling terkait dan 

berkontribusi secara simultan dalam pencapaian tujuan organisasi, baik 

secara internal maupun eksternal. Ini adalah pendekatan untuk 

menyelaraskan kegiatan agar lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa 

setiap bagian dapat bekerja sama dan tidak berdiri sendiri dalam 

mencapai target dan tujuan.  

Crosscutting Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.7 

Crosscutting Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 
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BAB V 
PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan 

fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna 

Terwujudnya Kabupaten Natuna Yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya. 

Renstra ini mengacu pada misi pembangunan daerah, khususnya misi ke-4 yaitu 

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”. 

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dan Subkegiatan 

dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berorientasi pada hasil. 

 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja 

bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun guna 

mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2025-2029. Penyusunan perencanaan pembangunan yang 

berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, 

untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna berkewajiban untuk melaksanakan 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan 

dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 

dengan sebaik-baiknya; 

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyusun 

Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna 2025-2029 dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 

2025-2029; 

3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub 

kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian 

dan evaluasi kinerja. 

 

Dalam hal pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah Kabupaten Natuna perlu dilakukan proses secara sistematis untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan administrasi dan kebijakan pemerintahan 

berjalan sesuai arah strategis, melalui mekanisme pemantauan, evaluasi, dan 
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tindakan korektif secara berkelanjutan dengan memperharikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data capaian kinerja, realisasi anggaran, dan pelaksanaan 

kegiatan pada setiap Bagian-Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna; 

2. Membandingkan capaian dengan target Renstra yang telah ditetapkan; 

3. Menyusun langkah perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan; 

4. Menyusun laporan pengendalian kinerja Renstra; dan 

5. Menilai efektivitas tindakan korektif dan memberikan masukan untuk 

perencanaan berikutnya 

 

Selanjutnya dalam melakukan Evaluasi dan Mitigasi Risiko Rencana 

Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna merupakan dua instrumen 

penting untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah 

dapat berjalan efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan 

internal maupun eksternal dengan melakukan langkah-langkah pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 5.1 

Mitigasi Risiko Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

No Sasaran Strategis 
Risiko yang 
Dihadapi 

Dampak Strategi Mitigasi Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja dan 
Peneyelenggaraan 
Pelayanan Publik 

Keterbatasan 
pemahaman 
dan 
komitmen 
ASN terhadap 
sistem 
akuntabilitas 
kinerja 

Laporan 
kinerja tidak 
akurat, 
akuntabilitas 
rendah 

Melaksanakan 
pelatihan dan 
sosialisasi SAKIP 
(Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah) secara 
berkala 

2 Meningkatnya 
Kualitas 
Kebijakan 
Peneyelanggaraan 
pemerintahan 

Proses 
perumusan 
kebijakan 
belum 
berbasis data 
dan analisis 

yang kuat 

Kebijakan 
kurang tepat 
sasaran, sulit 
untuk 
dilaksanakan 

Menetapkan 
mekanisme 
penyusunan kebijakan 
bersama lintas 
perangkat daerah 
secara periodik dan 

membentuk tim lintas 
bidang di bawah 
Sekretaris Daerah 
untuk sinkronisasi 
kebijakan strategis 
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No Sasaran Strategis 
Risiko yang 
Dihadapi 

Dampak Strategi Mitigasi Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Meningkatnya 
Efektivitas 
Pengendalian 
Pembangunan 
dan Ekonomi 
Daerah 

Kapasitas 
ASN dalam 
analisis dan 
pengendalian 
pembangunan 
dan Ekonomi 
masih 
terbatas 

Program 
pembangunan 
ekonomi 
kurang 
berdampak 
pada 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Menetapkan 
mekanisme pelaporan 
capaian pembangunan 
lintas perangkat 
daerah dan 
mengimplementasikan 
Satu Data Daerah dan 
dashboard 
pembangunan 
berbasis digital 

 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi 

seluruh Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk menopang 

kesuksesan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 

2025-2029. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam 

pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan 

Renstra Tahun 2025-2029 dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 

 

 

Ranai, 19 September 2025 

Sekretaris Daerah kabupaten Natuna, 
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